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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari keseluruhan pembahasan dan analisa yang telah dijabarkan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Pemeliharaan 

Infrastruktur Jalan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Purwodadi 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah terlaksana 

dengan cukup baik.  

Adapun beberapa dasar pertimbangan dan analisa yang telah dilakukan 

untuk mendukung dari hasil kesimpulan diatas, diantarannya adalah sebagai 

berikut : 

A. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

berdasarkan 6 point utama, yaitu : 

1. Koordinasi. Strategi Pemerintah Desa memerlukan Koordinasi dengan 

beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi serta 

dengan pihak Perusahaan melalui Proposal Permohonan yang telah 

dituangkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes). 

2. Konsistensi. Pemerintah Desa selalu optimis dan tetap terus berusaha 

dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengawasi 

serta tetap konsisten dalam mengajukan permohonan kepada pemerintah 

daerah terhadap permasalahan Infrastruktur Jalan.   

3. Sinkronisasi. Pemerintah Desa selalu menjaga hubungan dan komunikasi 

untuk mempercepat realisasi anggaran bersama anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

4. Prioritas dan Skala Prioritas. Dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, 

Pemerintah Desa selalu berupaya mempertimbangkan pelaksanaan 
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pembangunan dan pemeliharaan jalan dari hal yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat desa terlebih dahulu.  

5. Partisipasi Masyarakat. Strategi yang sering digunakan pemerintah desa 

dalam pemeliharaan infrastruktur jalan adalah dengan melibatkan 

masyarakat desa untuk berpartisipasi seperti bergotong royong 

membersihkan Drainase. 

6. Pemecahan Masalah. Pemerintah Desa Purwodadi melakukan tindakan 

sederhana secara bertahap hingga menuju solusi yang lebih kompleks 

dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Seperti memotong ranting pohon 

yang menjalar mengarah jalan, menertibkan para pengendara yang 

mempunyai bobot kendaraan melebihi kapasitas jalan. Tujuan dari hal 

tersebut yaitu agar mencegah tidak terjadi kerusakan secara signifikan. 

B. Hambatan Pemerintah Desa Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Desa 

Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

berdasarkan 5 point utama, yaitu : 

1. Pemerintah Daerah masih belum optimal dalam menanggapi dan kurang  

responsif terhadap kebutuhan Pemerintah Desa untuk Pemeliharaan 

Infrastruktur Jalan. 

2. Anggaran Dana Desa yang terbatas dan wilayah desa yang cukup besar. 

3. Belum memiliki Sumber Daya Manusia atau tenaga ahli di bidang 

konstruksi. 

4. Beberapa lokasi jalan dengan jenis tanah gambut dan dekat dengan rawa-

rawa menjadi salah satu hambatan khusus yang dihadapi oleh Pemerintah 

Desa Purwodadi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. 

5. Sebagian masyarakat desa kurang responsif dan kurang antusias dalam 

membantu melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jalan. 

C. Solusi Pemerintah Desa Dalam menghadapi hambatan pada Pemeliharaan 

Infrastruktur Jalan di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat berdasarkan 5 point utama, yaitu : 

1. Pemerintah Desa selalu berupaya dan konsisten untuk terus menerus 

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Perusahaan. 
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2. Pemerintah Desa memanfaatkan dan mengandalkan sumber dana melalui 

Pendapatan Asli Desa (PADesa) dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. 

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi agar menjadi SDM yang berkompeten di bidangnya. 

4. Pemerintah Desa selalu berkomunikasi meminta bantuan dan saran dengan 

beberapa tenaga ahli dari luar wilayah desa dalam pemeliharaan 

infrastruktur jalan. 

5. Pemerintah Desa selalu berupaya berkomunikasi dan berinteraksi secara 

langsung dengan masyarakat desa untuk ikut serta bergotong royong dan 

berpartisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.  

  

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam 

Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beberapa saran akan ditujukan kepada 

Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan Pihak Lainnya yang akan dipaparkan di 

bawah ini sebagai berikut : 

A. Pemerintah Desa   

1. Pemerintah Desa sebaiknya membuat kegiatan Pelatihan Konstruksi untuk 

peningkatan calon tenaga ahli agar menjadi sumber daya manusia yang 

berkompeten. 

2. Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, sebaiknya pemerintah 

menggunakan bahan konstruksi yang berkualitas. 

3. Tingkatkan dan upayakan dalam berkoordinasi dengan beberapa pihak 

seperti Pemerintah Daerah, Provinsi ataupun dengan Pihak Perusahaan. 

4. Membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa yang membahas 

mengenai Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Desa Purwodadi. 

5. Tingkatkan Transparansi Anggaran Infrastruktur Jalan  
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B. Masyarakat Desa 

1. Harus bijak dalam menggunakan jalan dan fasilitas jalan seperti mematuhi 

aturan lalu lintas, melaksanakan himbauan dan kebijakan yang dibuat oleh 

Pemerintah Desa, tidak parkir kendaraan sembarangan serta menghormati 

para pejalan kaki yang menggunakan trotoar atau Zebra Cross. 

2. Ikut serta memberikan kritik dan saran yang membangun jika terjadi 

permasalahan terutama pada infrastruktur jalan desa. 

3. Saling menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan tidak merusak dan 

mencemari lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya serta 

ikut berpartisipasi dalam membangun desa.  

C. Pihak Lain  

1. Perusahaan-perusahaan yang berada dekat dengan ruang lingkup desa 

seharusnya lebih peduli terhadap permasalahan infrastruktur jalan desa. 

2. Perusahaan harus membantu dan konsisten mengembangkan infrastruktur 

jalan dengan menggunakan Program CSR (Corporate Social 

Responsibility).  

3. Pemerintah Daerah sebaiknya cepat merespon dan bertindak untuk 

menyediakan segala kebutuhan dari Pemerintah Desa. 

 

 

 


